
 

 

BERITA  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
NOMOR :                                   2017                                    SERI :                                                                                       

 
PERATURAN WALI KOTA BEKASI 

          NOMOR 29 TAHUN 2017 2017 
 

TENTANG 
 

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BEKASI, 
 

Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang 
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 
Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 
sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan 
ekonomi saat ini sehingga perlu untuk ditinjau kembali; 
 

b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan 
Tera/Tera Ulang, besaran tarif retribusi hasil peninjauan 
kembali ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyesuaian 
Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang 
Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3193); 
 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 
 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 
 



 

 

4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang 
Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah 
diubah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 
Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3329); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang 
Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau 
Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, 
Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3283); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 



 

 

10. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan 
Kemetrologian; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-
DAG/PER/10/2010 tentang Tera dan Tera Ulang Alat 
Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya; 

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2013 
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 7 Seri C). 

Memperhatikan : Berita acara rapat finalisasi penyusunan Peraturan Wali 
Kota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang, 
Nomor : 510/728-Disdagperin.Metro, tanggal 3 Mei 2017 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN TARIF 
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG HASIL 
PENINJAUAN KEMBALI. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kota adalah Kota Bekasi. 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi. 
4. Tera adalah adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal 

yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang 
bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-
pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang 
dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang 
telah ditera.  



 

 

5. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera 
batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang 
bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-
pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang 
dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang 
telah ditera.  

 
BAB II 

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI 
 

Pasal 2 
 

Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 3 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 

 Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 15 Mei 2017 

WALI KOTA BEKASI, 
 
         Ttd/Cap 
 
 RAHMAT EFFENDI 
 

Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 
 
 
 
          RAYENDRA SUKARMADJI 
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